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WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri
perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata
pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif untuk mewujudkan
tata Pemerintahan yang baik;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum
dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri,
diperlukan pengaturan teknis terkait pelaksanaan
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Blitar.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Blitar.

Walikota adalah Walikota Blitar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Blitar.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar
tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat
kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan
Negara/Daerah.

Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan
kerja.

Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi
tujuan Perjalanan Dinas.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil
Ketua DPRD Kota Blitar.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Blitar.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga mnegara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Tenaga pendukung jasa lainnya adalah tenaga
yang dikontrak oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui mekanisme pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk  membantu
pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target
kinerja utama, tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah dan/atau pendukung tugas lainnya.



14,

15

16.

1%9.

18.

19.

20.

21.

22,

28,

iy =

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota, Wakil
Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN,
Calon PNS, Masyarakat dan/atau Tenaga
Pendukung Jasa Lainnya yang melaksanakan
Perjalanan Dinas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount)
dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan
riill berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Uang Representasi adalah uang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai
pengganti atas pengeluaran tambahan dalam
rangka Perjalanan Dinas, yang diberikan secara
Lumpsum.

Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan
sehari-hari dalam menjalankan Perjalanan Dinas
yang terdiri uang makan, uang transportasi lokal,
dan uang saku, yang diperhitungkan sesuaijumlah
Perjalanan Dinas dikali standar satuan harga uang
harian Perjalanan Dinas, yang dibayarkan secara
Lumpsum.

Biaya transportasi adalah biaya untuk keperluan
transporasi darat, laut, udara (termasuk tol, airport
tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun,
bandara, dan pelabuhan) yang dibayarkan sesuai
dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir).
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Biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa
kendaraan dalam rangka Perjalanan Dinas antar
kota atau antar Provinsi dan dalam daerah tujuan,
disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang sedang
melakukan perjalanan dinas, termasuk biaya
pengemudi, biaya tol, Bahan Bakar Minyak dan
pajak yvang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Biaya penginapan adalah biaya penginapan
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,
dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan
perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan
Dinas.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan
Dinas.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Perjalana Dinas Dalam Kota adalah perjalanan
dinas yang dilakukan dalam wilayah Kota Blitar.

Batas Kota adalah wilayah Kota dan Kabupaten
Blitar.

Biaya transportasi lokal adalah biaya transportasi
yang terjadi selama pelaksanaan perjalanan dinas
di dalam kota dilaksanakannya tugas.

Pasal 2
Peraturan WaliKota ini dimaksudkan untuk
mengatur kebijakan dan memberikan pedoman
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan WaliKota ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan
Pemerintah Daerah.
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Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:

a.

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang
sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah,;

efisien, yaitu penggunaan anggaran Perjalanan
Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan
pada kebutuhan nyata;

efektif, yaitu pelaksanaan Perjalanan Dinas
disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD; dan

akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan
Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan
pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

(1)

perjalanan dinas;
prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas;
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; dan

pengendalian internal perjalanan dinas.

BAB II
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 5
Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan dalam hal:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan;

b. mengikuti diklat/pelatihan, rapat, seminar,
workshop, bimbingan teknis, sosialisasi,
kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. menempuh uyjian dinas/ujian jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat
keterangan dokter karena mendapat cedera
pada waktu/karena melakukan tugas;
dan/atau



(3)
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e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara
Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali
keberangkatan.

Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh:
Walikota;

b. Wakil Walikota;
c. Pimpinan DPRD;
d. Aggota DPRD;

e BNS:

A Calon PNS;

g. PPPK;

h.

masyarakat; dan/atau

[

tenaga pendukung.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas yang
melewati batas kota dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas
dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Bagian Kedua

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) terdiri dari:

a.

b.

(2)

Perjalanan Dinas biasa;
PerjalananDinas dalam kota; dan

Perjalanan Dinas paket pertemuan luar kota.

Pasal 7

Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a merupakan Perjalanan
Dinas melewati batas kota.

Perjalanan dinas biasa dilaksanakan dengan
angkutan darat dan/atau angkutan laut, dan/atau
angkutan udara, kecuali perjalanan dinas yang
dilaksanakan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali,
hanya diperbolehkan menggunakan angkutan
udara.

Pasal 8

Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya berlaku
bagi masyarakat dalam rangka menghadiri rapat,
seminar, dan sejenisnya.
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Pelaku perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan uang transport lokal.

Pasal 9

Perjalanan dinas paket pertemuan luar kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat,
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar
batas kota.

Perjalanan dinas paket pertemuan luar kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, yang
meliputi:

a. biaya transportasi peserta yang berasal dari
Pemerintah Daerah;

b. biaya paket pertemuan luar kota; dan

c. uang harian peserta dan/atau panitia yang
berasal dari Pemerintah Daerah.

Paket pertemuan luar kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b berdasarkan lama
penyelenggaraan terdiri dari:

a. paket fullboard,

b. paket fullday,

c. paket hdlfday; dan
d. paket residence.

Paket Fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, untuk kegiatan rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan di luar batas kota sehari
penuh dan menginap dengan komponen paket
mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3
(tiga) kali, kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.

Paket Fullday sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, untuk kegiatan rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan di luar batas kota minimal 8
(delapan) jam tanpa menginap dengan komponen
paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi
dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya.

Paket Halfday sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢, untuk kegiatan rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan di luar batas kota minimal 5
(lima) jam tanpa menginap dengan komponen
paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi
dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya.
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Paket Residence sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d, untuk paket rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan di luar batas kota minimal 12
(dua belas) jam dan tanpa menginap dengan
komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali,
rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.

Bagian Ketiga
SPT dan SPPD

Pasal 10

Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah
pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam
SPT.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh:

a. Walikota wuntuk Perjalanan Dinas yang
dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan
Sekretaris Daerah;

b. Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinasyang
dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD dan/atau Sekretaris DPRD dalam
rangka mendampingi Pimpinan DPRD,

c. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas
yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat
Eselon Il pada Sekretariat Daerah dan Camat;

d. Kepala SKPD, untuk Perjalanan Dinas yang
dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas
pada SKPD yang berkenaan termasuk pada
Unit SKPD,; dan

e. Kepala Unit SKPD/Kepala Bagian, untuk
Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
Pelaksana Perjalanan Dinas pada Unit
SKPD /bagian yang berkenaan.

Sekretaris Daerah dalam menerbitkan SPT untuk
Perjalanan Dinas dapat mendelegasikan kepada
asisten sesuai bidang urusan SKPD.

SPT bagi masyarakat dan tenaga pendukung jasa
lainnya diterbitkan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit
SKPD/Kepala Bagian yang berkepentingan.

Pasal 11

SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) paling sedikit mencantumkan:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;
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c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang
menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas,
jumlah hari pelaksanaan dan alat transportasi
yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas dengan
memperhatikan kepentingan dan tujuan
Perjalanan Dinas.

(2) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini Walikota.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13
Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen:
a. uang harian;
uang Representasi;
biaya transportasi,

biaya penginapan; dan/atau

o a0 o

sewa kendaraan.

Pasal 14

uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a, terdiri atas:

a. uang makan;
b. uang saku; dan

C. uang transportasi lokal.

Pasal 15

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b hanya diberikan kepada Walikota, Wakil
Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat
Eselon IIL
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Pasal 16

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf c terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(1)

biaya dari tempat kedudukan sampai tempat
tujuan dan kembali ke tempat kedudukan meliputi
biaya tiket, airport tax, taksi/ angkutan, dan/atau
bahan bakar minyak;

retribusi yang dipungut di tol, terminal bus/
stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

Pasal 17

Biaya penginapan sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 13 huruf d merupakan biaya yang diperlukan
untuk menginap di hotel atau tempat menginap
lainnya.

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak
menginap di hotel atau tempat menginap lainnya,
maka untuk biaya penginapan berlaku ketentuan:

a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya
penginapan sebesar 30%o (tiga puluh persen)
dari:

1) tarif hotel yang ditunjuk oleh panitia/
penyelenggara; atau

2) tarif hotel di tempat tujuan atau sesuai
dengan penetapan standar biaya sebagai
batas tertinggi;

b. surat pernyataan yang isinya menyatakan
bahwa yang bersangkutan tidak menginap di
hotel atau tempat menginap lainnya, dan
menerangkan tempat menginap selama
kegiatan dilampiri dengan tanda bukti kartu
tanda penduduk (KTP) pemilik rumabh,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini;

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum;

dan

d. pembayaran dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efektif dan
efisien.
Pasal 18

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf e dapat diberikan kepada:

a. Walikota;
b. Wakil Walikota;
c. Pimpinan DPRD; dan/atau
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d. Pelaksana Perjalanan Dinas yang
membutuhkan mobilitas tinggi, berskala
besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas
serta dilakukan secara selektif dan efisien.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan
bakar minyak, dan pajak sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal 19

Standar harga satuan biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pelaksana Perjalanan Dinas ditetapkan dengan
Keputusan Walikota berdasarkan standar satuan
regional yang berlaku.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Pasal 20

(1) Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD
dapat mengikutsertakan suami/istri, dalam hal:

a. terdapat undangan untuk menghadiri acara
bersama suami/istri; dan/atau

b. kondisi tertentu atau alasan kesehatan yang
mengharuskan perjalanan dinas didampingi
suami/istri.

(2} Besaran uang harian biaya Perjalanan Dinas
suami/istri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan
DPRD berdasarkan standar masyarakat dan
dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.

Pasal 21

(1) Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya dapat ditanggung oleh
penyelenggara.

(2) Penyelenggara wajib menyampaikan jenis biaya
yang ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya.

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau
fasilitas yang disediakan tidak dimanfaatkan oleh
pelaksana Perjalanan Dinas, maka biaya
Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD
penerbit SPPD.
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BAB III

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(1)

(2)

(3)

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum
sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh
Walikota serta dibayarkan per orang per hari,

b. uang representasi dibayarkan secara
Lumpsum sesuai standar biaya yang
ditetapkan,

c. biaya transportasi pelaksana Perjalanan
Dinas dibayarkan sesuai dengan Biaya Raiil
berdasarkan fasilitas transportasi yang
digunakan;

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil; dan

e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil dan berpedoman pada standar
biaya.

Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera
dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat
dibayarkan pada saat atau setelah Perjalanan
Dinas selesai melalui mekanisme Pembayaran
Langsung (LS).

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan
melalui:

a. perikatan dengan penyedia jasa;
b. bendahara Pengeluaran; atau
c. pelaksana Perjalanan Dinas.

Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan Uang representasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan
kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 2
(dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas
dilaksanakan melalui mekanisme :

a. Ganti Uang (GU) Non Tunai apabila pembayaran
menggunakan Uang Persediaan; atau

b. Pembayaran Langsung (LS).

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, dapat dibayarkan melalui
mekanisme:

a. Ganti Uang (GU) Non Tunai apabila pembayaran
penginapan dilakukan sebelum pelaksanaan
Perjalanan Dinas dengan pembayaran
menggunakan Uang Persediaan dan dibayarkan




(1)

(3)
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langsung kepada pihak
hotel/ penginapan/sejenisnya;

b. Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak
hotel/penginapan/sejenisnya pada saat
Perjalanan Dinas telah selesai dilaksanakan.

c. Pembayaran Langsung (LS) melalui
pemindahbukuan dari rekening bendahara
pengeluaran kepada pelaksana Perjalanan
Dinas yang dilaksanakan saat Perjalanan Dinas
telah selesai dilaksanakan.

Pasal 23

Dalam Perjalanan Dinas dilaksanakan melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana
Perjalanan Dinas, maka dapat diberikan tambahan
biaya perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 13.

Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan oleh
PA/KPA atas dasar surat keterangan perpanjangan
tugas dari pemberi tugas, atau dokumen
pendukung lainnya, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Biaya tambahan biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan
pada DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana
Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan biaya
Perjalanan Dinas yang telah diterimanya kepada
PA/KPA.

(2)

Pasal 25

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan
Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat
dibebankan pada SKPD yang bersangkutan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan pembatalan tugas
Perjalanan Dinas oleh pelaksana Perjalanan
Dinas disertai bukti pendukungnya, dengan
format sebagaimana tercantum = dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini;

b. surat pernyataan pembebanan biaya
pembatalan Perjalanan Dinas dengan format




(3)
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini; dan

c. pernyataan/tanda bukti besaran
pengembalian biaya transportasi dan/atau
biaya penginapan dari perusahaan jasa
transportasi dan/atau penginapan yang
disahkan PA/KPA.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada
DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi.

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan atau pengeluaran riill lainnya;
atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi
atau biaya penginapan yang tidak dapat
dikembalikan.

Pasal 26

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Perjalanan Dinas
dilakukan pada waktu yang sama, Pelaksana Perjalanan
Dinas hanya menerima salah satu biaya Perjalanan
Dinas.

Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APBD
sesuai dengan DPA-SKPD penerbit SPPD.

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas
pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD
penerbit SPPD.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(1)

(3)

Pasal 28

Pelaksana Perjalanan Dinas
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya
Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah
Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam rincian biaya Perjalanan Dinas dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini, dengan melampirkan
dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Apabila bukti pengeluaran Biaya Transportasi
dan/atau Biaya Penginapan dan/atau Sewa
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Kendaraan tidak diperoleh atau hilang, maka
Pelaksana Perjalanan Dinas dapat melampirkan
daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

(1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung atas
seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.

(2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar
pengeluaran riil.

(3) PA/KPA  mengesahkan bukti  pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran
sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 30

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeculikan terhadap Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa daftar hadir, undangan, tanda
terima.

BABV
PENGENDALIAN INTERNAL PERJALANAN DINAS

Pasal 31

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum
Peraturan Walikota ini ditetapkan, namun belum
dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Walikota ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 April 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI

IJAYA, S.H. . M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A SURAT PERINTAH TUGAS

Nama Perangkat Daerah

SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar
MENUGASKAN :

Kepada s A 5 e

NIP

Jabatan
EnlalE =000 e e e e B e

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Dikeluarkan di Blitar
Pada tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
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B SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nama Perangkat Daerah

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1. | Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Nama Pegawai yang diperintahkan

a. Pangkat dan Golongan

b. Jabatan/Instansi

Maksud Perjalanan Dinas

Alat Transportasi yang Digunakan

a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tujuan

7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas

Tanggal Berar-lgkat

c. Tanggal Kembali/Tiba di Tempat

Baru
8. | Pengikut :* Pangkat/Golongan Jabatan
1.
2.
2.
9 Pembebanan Anggaran
a. SKPD
b. Kegiatan =

10. | Keterangan Lain

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

*dalam hal pengikut lebih dari 5 (lima) orang, daftar pengikut dapat dilampirkan




1 Berangkat Dari

(tempat
kedudukan)
: Pada Tanggal
Kepala
. o R = S )
NIP.

11 Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal

Kepala
e i T R P e e el ey T e e e i e e e T e Tl )
NIP. NIP.

III  Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal

Kepala
e s e 4 L e SR s o mtd T et e e )
NIP. NIP.

IV Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal ==y

Kepala
(Boimpsen Cavaiotvaioi s sy joe e B 4 eieaisa st tarni s R R b R )
NIP. NIP.

V. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke B
Kepala Pada Tanggal

Kepala
e S S o A e s (e e i e e e B T e e e )
NIP. NIP.

VI  Tiba di Telah diperiksan dengan keterangan bahwa
(Tempat Kedudukan) perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
Pada Tanggal atas perintahnya dan semata-mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang
i sesingkat-singkatnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Penggun_a- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran Anggaran |
i T T e R A e P e Y i e T e A e e A e R e S T A )
NIP. NIP.

VIl Catatan lain-lain

VIII PERHATIAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Walikota,
Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai tidak
tetap, masyarakat dan/atau tenaga pendukungjasa lainnya yang melakukan perjalanan
dinas bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai
keuangan apabila daerah menderita rugi akibat keselahan, kelalaian dan kealpaan.
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C SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Alamat
Jabatan
SKPD

Menyatakan bahwa:

1. Kami sebagai pelaksana perjaanan dinas untuk kegiatan ..................
pada tanggal .........ccccceeceiiceiieee.e..... . menyatakan  tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya:

2. Menggunakan biaya penginapan sebesar 30%o (tiga puluh persen) dari
tarif hotel dikota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Walikota tentang Standar Harga Satuan Tahun ................;

3. Selama pelaksanaan kegiatan berkedudukan di ................... Sesuai
dengan kartu tanda penduduk (KTP) terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami laksanakan sebagaimana mestinya.

[ €111 . 202.....
Kami yang menyatakan,

(tanda tangan & bermaterai)
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D SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Alamat
Jabatan

Unit Organisasi

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor
fanmeall o e

disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD.

NIP. NIP.

ATAS MUVAMMNEL st s s e e e S B S e e e B A e S e e e e

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : ...........ccocevieenn

adanya perpanjangan tugas ................... o marsssrsa Nt

Pelaksana SPPD Pemberi Tugas
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E SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan

atas nama:

Nama
NIP
Jabatan

Unit Organisasi

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan

dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat digantkanoleh Pejabat/ ASN/Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

EEEg AEEsEEAEEEEASEEEEEAESEELTEEEEE

Yang membuat Pernyataan

(Pelaksana Perjalanan Dinas)
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F SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURATPERNYATAANPEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINASJABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan
berdasarkan Surat Tugas Nomor .............. tanggal .............eeeevvveennnn... dan
SPTE NOmOE] o cviavnnssmsmiivniisainmsmmsmnse TRDEgal ..o vanning
atas nama:

9

Nama
NIP
Jabatan

Unit Organisasi

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Diitngss JabDafans IR0 oo s s s i A s

tanggal .. cieeeieneeieaienien, berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya
transporta31 berupa cerere.. dan  biaya

penginapan yang telah terlanjur dlbayarkan atas beban DPA-SKPD tidak
dapat dikembalikan/refund baik sebagian atau seluruhnya, sebesar

................................................................................ ) sehlngga dlbebankan

tamgEl .....onisnannnrna g DIEPID iunninsissvenimsiivay R G i S et
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan enimbulkan

kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

BE4Y) BESFEEsEssEsGEEAERsEAEEA R AR B

Yang membuat Pernyataan




G RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD
Tanggal
No. Nama Perincian Biaya Jumlah : 'Keterangan
Pelaksana { =
i | Uang Harian Rp. ______|'Hp.....
| Uang Representasi Rp.
Biaya Transportasi Rp. ttd
Biaya Penginapan Rp.
Sewa kendaraan __ |Rp.
2, Uang Harian Rp. Rp.....
Uang Representasi Rp. |
Biaya Transportasi Rp. ttd
Biaya Penginapan Rp.
Sewa kendaraan Rp.
dst
Jumlah |
' Terbilang |
...................... , tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
( ) ( )
NIP NIP
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Rl o
Yang telah dibayar semula BRDL  cooimimmson oot S b o o o i S
Sisa kurang/lebih Rp.
PA selaku PPK
s S R )
NIP




H DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama -

NIP
Jabatan
Unit Organisasi

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: .....................

................................................. tamgeal s s sy Gemgan i

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport Pejabat/Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No. [ Uraian Jumlah

I
Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas, benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya,untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BEBam, oo v 202
Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran Pelaksana SPPD
R e T T AT T TR ) (eeemenen e e e e n e anas )
NIP. . NIP

WALIKOTA BLITAR,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGJAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI #1JAYA, S.H..M.H.
NIP. 197;/1210 200604 1 008




